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INTISARI

Izin lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN
No. 2 Tahun 1993 merupakan tindak lanjut dari Paket Oktober 1993 yangditetapkan dalam
rangka membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan
memberikan kemudahan antara lain melalui peiizinan. Dalam perkembangan selama lebih
kurang enam tahun, ternyata pelaksanaan pemberian izin lokasi belum sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993. Kemudian pemerintah
menetapkan Peratur-an Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 untuk
mempertegas dan mengembalikan fungsi izin tersebut serta membatasinya untuk keperluan
penanaman modal.

Kabupaten Sanggau memiliki tanah yang cukup luas ditetapkan sebagai salah saru
daerah di Kalimantan Barat yang mempunyai sektor unggulan yaitu perkebunan kelapa
sawit. Karena keterbatasan dana untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa
sawit, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengundang para investor untuk
menanamkan modalnya, hal ini didukung dengan kebijaksanaan pemerintah dalam
penyederhanaan dibidang perizinan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun mencoba
mengevaluasi pelaksanaan pemberian izin lokasi di Kabupaten Sanggau terutama yang
berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan
kewajiban dari pemegang izin lokasi yang meliputi perolehan tanah di areal izin lokasi dan
pelaporannya, permohonan dan pendaftaran hak atas tanahnya, dan realisasi kegiatan
pembangunan sesuai peruntukan, serta pelaksanaan tugas pengawasan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sanggau.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara untuk mengumpulkan data primer dan
dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Populasi yang diteliti adalah seluruh
pemegang izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang telah menerima Surat Keputusan Izin
Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sejak berlakunya Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 sampai dengan Maret 2002, yang berjumlah
28 perusahaan. Data yang diperoleh dianahsis secara komparatif dengan pendekatan
kualitarif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian izin lokasi di
Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2
Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 yang
dirindaklanjuti dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau No. 204
tanggal 8 September 1999, seluruh kegiatan dialokasikan selama 16 hari. Pemegang izin
lokasi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, meliputi
pelaksanaan perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya, permohonan dan
pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, dan merealisasikan
kegiatan pembangunan. Pengawasan telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sanggau dengan memberikan surat pemberitahuan mengenai waktu berakhirnya izin lokasi,
teguran dan peringatan untuk membuat laporan sebagaiman yang ditetapkan dalam
peraturan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari pemanfaat-

an sumber daya alam. Tanah merupakansalah satu sumber daya alam yang strategis

yaitu berkedudukan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Dalam

pemanfaatan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dapat

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana digariskan dalam Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tanah dalam konteks keruangan bersifat statis, relatif tetap, tidak berubah

luasnya, sementara kebutuhan untuk menampung kegiatan dan tempat tinggal

manusia terus bertambah sehingga menyebabkan terjadinya benturan berbagai

kepentingan dalam penyediaan tanah untuk satu kegiatan dengan kegiatan lainnya

yang dapat menimbulkan konflik dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Hal

tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan berbagai masalah sosial, ekonomi,

politik, dan keamanan. Dengan demikian pembangunan di atas tanah tersebut

tertunda, hal inilah yang merupakan salah satu penyebab munculnya tanah-tanah

terlantar dan tidak efisiennya penggunaan tanah.



penggunaan tanah pun harus ditangani secara koordinatif, utuh, dan menyeluruh.

Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan

Negara Bab IV Arah Kebijakan bidang ekonomi butir 16 disebutkan bahwa

mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan

penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan

hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta

berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Salah satu upaya untuk mengendalikan dan menyesuaikan penggunaan

tanah dengan tata ruang wilayah dalam proses pengadaan tanah untuk

pembangunan harus dilakukan dengan izin lokasi. Izin lokasi merupakan

mekanisme untuk menata peruntukan dan penggunaan tanah agar teratur dan

memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan kemampuan dalam rangka

melestarikan lingkungan hidup.

Izin lokasi merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijaksanaan Deregulasi

dan Debirokratisasi tanggal 23 Oktober 1993 (Paket Oktober 1993) tentang Tata

Cara Penanaman Modal yang ditetapkan dalam rangka membuka peluang bagi

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan memberikan

kemudahan antara lain melalui penyederhanaan perizinan.

Dalam perkembangan selama lebih kurang 6 tahun ternyata dalam

pelaksanaan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993

masih terjadi hambatan-hambatan terutama berkenaan dengan politic will dari



ada hubungannya dengan penanaman modal. Untuk menjamin terlaksananya

maksud izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan penanaman modal,

perlu mengembalikan fungsi izin lokasi tersebut dan membatasinya untuk

keperluan penanaman modal, ditetapkan kembali Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa izin lokasi yang diterbitkan belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal tindak lanjut dari izin lokasi

setelah surat keputusan pemberian izin lokasi diterima oleh para investor. Dari hasil

penelitian Jati Nugroho di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat

dijelaskan:

Empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus hektar tanah yang dimohon oleh
perusahaan perkebunan ternyata yang dapat diperoleh perusahaan hanya seluas
167.806ha atau 38,3% dari luas yang dimohon. Tanah yang telah dikuasai oleh
perusahaan perkebunan yang telah dibangun seluas 72.786 atau 43,4% dari luas
yang telah dikuasai oleh pemohon. Tanah yang telah dibebaskan dan belum
dimanfaatkan seluas 95.020 Ha.(Jati Nugroho, 1999:60).

Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, perusahaan yang ber-

sangkutan dapat melakukan kegiatan perolehan tanah dan pembangunannya. Proses

ini seharusnya tidak berhenti sampai di sini, karena yang lebih penting adalah

tindak lanjut dari izin tersebut. Tindak lanjut itu berupa kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh pemegang izin lokasi yaitu kegiatan perolehan tanah dan

pelaporannya pendaftaran hak atas tanah, dan realisasi dari kegiatan pembangunan

sesuai peruntukan tanah. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Soni Harsono

mengatakan:



pengendalian izin tersebut. Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan fungsi
pengendalian maka upaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan harus menjadi
kegiatan yang kongkrit. Dari kenyataan tentang masih banyaknya izin lokasi
yang telah dikeluarkan, namun belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan ke-
giatan-kegiatan ke arah realisasi investasi yang direncanakan, menunjukkan
bahwa fungsi pelayanan kita telah berhasil, tetapi disisi yang lain perlu
ditingkatkan dan dikaji (Soni Harsono, 1996:36).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992, Propinsi

Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan yang mempunyai

sektor unggulan yaitu perkebunan. Pembangunan usaha perkebunan memerlukan

tanah yang luas dan dana yang besar. Untuk memanfaatkan tanah yang cukup luas

dan untuk mengatasi masalah permodalan, maka Pemerintah Daerah Propinsi

Kalimantan Barat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya.

Kabupaten Sanggau memiliki tanah yang cukup luas yaitu sekitar 18.302

km dan merupakan salah satu kawasan andalan di Propinsi Kalimantan Barat.

Sektor unggulan di kawasan andalan salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau tahun

2005, kawasan perkebunan diarahkan seluas 743.116,66 Ha, dengan komoditi

utama kelapa sawit dan karet. Untuk mengembangkan usaha di sektor perkebunan,

Pemerintah Daerah setempat berusaha menarik investor untuk menanamkan

modalnya dalam rangka mengatasi masalah permodalan yang terbatas. Sejalan

dengan kebijaksanan penyederhanaan dalam bidang perizinan, Pemerintah Daerah

Kabupaten Sanggau memberikan izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan

penanam modal untukmemperoleh tanah gunamengembangkan usahanya.



"EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN

SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT"

B. Perumusan Masalah

Izin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN

Nomor 2 Tahun 1993 yang dipertegas dan disempumakan dengan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 merupakan persyaratan

yang perlu dipenuhi untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemsahaan-pemsahaan dalam

memperoleh tanah. Hal ini mengingat penguasaan tanah hams memperhatikan

kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah hams sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Tata cara pemberian izin lokasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999. Kemudian ketentuan

lebih lanjut ditetapkan Bupati/Walikota disesuaikan dengan Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999. Hal ini memungkinkan di tiap

daerah memiliki aturan yang berbeda.

Setelah memperoleh izin lokasi pemegang izin lokasi diizinkan untuk

memulai kegiatan perolehan tanah. Kegiatan perolehan tanah tersebut wajib

dilaporkan oleh pemegang izin lokasi secara berkala setiap tiga bulan. Selanjutnya

pemegang izin lokasi segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak



Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai

berikut: Bagaimana pelaksanaan pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Sanggau?

Masalah tersebut diperinci lagi menjadi:

1. Apakah pemberian izin lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku?

2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dari pemegang izin lokasi, yang terdiri dari:

a. melakukan perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya.

b. permohonan pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya.

c. merealisasikan kegiatan pembangunan sesuai peruntukan.

3. Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau telah melaksanakan tugas

pengawasan?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun membatasi masalah pada pelaksanaan

pemberian Izin Lokasi khusus untuk perkebunan kelapa sawit terutama mengenai

tahapan kegiatan pelaksanaan pemberian izin lokasi, pelaksanaan kewajiban oleh

pemegang izin lokasi dan pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pertanahan dengan

batasan waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor 2 Tahun 1993 sampai dengan bulan Maret 2002.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin lokasi diKabupaten Sanggau.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dari pemegang izin lokasi di

Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari:

1) perolehan tanah dan pelaporannya.

2) permohonan pemberian hakatas tanahdan pendaftarannya.

3) realisasi kegiatan pembangunan sesuai peruntukan tanah.

c. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Sanggau.

3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

a. memberikan bahan masukan yang bersifat informatif kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin lokasi.

b. menambah kajian masalah pertanahan khususnya mengenai pelaksanaan

pemberian izin lokasi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau telah melaksanakan pemberian izin

Lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 kemudian diperbaharui dan

dipertegas dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2

Tahun 1999. Proses pemberian izin lokasi dilakukan melalui tahapan kegiatan

yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 22

Tahun 1993. Untuk setiap tahapan kegiatan dialokasikan waktu yang

disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, yang ditetapkan 16 hari

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sanggau Nomor

204 tanggal 8 Sepetember 1999. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 hingga bulan Maret 2002, Kantor

Pertanahan Kabupaten Sanggau telah memberikan Surat Keputusan Izin Lokasi

kepada 28 pemsahaan dengan jumlah luas tanah 428.157 Ha.

2. Pemegang izin lokasi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban setelah

menerima Surat Keputusan Izin Lokasi, yang terdiri:

a. Melakukan kegiatan perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya



78

Ha atau sekitar 26,19% dari luas tanah yang diberikan sesuai Surat

Keputusan Izin Lokasi. Perolehan tanah tidak tercapai sesuai luas yang

diberikan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kondisi

fisik wilayah yang tidak memungkinkan untuk diusahakan; kondisi

sosial masyarakat setempat; tidak tercapainya kesepakatan dalam

menetapkan besamya ganti mgi antara investor dan pemilik tanah; dan

karena bervariasinya status hak atas tanah di dalam lokasi izin lokasi.

2) Tujuh pemsahaan pemegang Izin Lokasi di Kabupaten Sanggau yang

melaporkan perolehan tanah mereka secara berkala yaitu setiap 3 bulan

sekali, sedangkan sisanya belum memiliki kesadaran untuk membuat

laporan perolehan tanah mereka, sehingga banyak pemsahaan yang

tidak melaporkan perolehan tanah mereka secara berkala sebagaimana

yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Izin Lokasi.

b. Permohonan dan pendaftaran hak atas tanah.

Pemegang Izin Lokasi yang menindaklanjuti perolehan tanah mereka

dengan permohonan hak atas tanah dan pendaftarannya ke Kantor

Pertanahan sebanyak 6 pemsahaan, 3 pemsahaan belum ada laporan, dan

sisanya tidak menindaklanjuti perolehan tanah mereka dengan permohonan

hak atas tanah dan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan. Hal ini disebab

kan adanya krisis ekonomi yang menyebabkan pemsahaan mengalami

masalah dengan keuangan dan permodalan, biaya Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Baneunan dianeean terlalu tineeei. adanva aneeanan dari
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mereka peroleh belum menjamin kepastian hukum karena masing sering

terjadinya tuntutan dari masyarakat setempat terhadap tanah-tanah yang

sudah dikuasai dan dimiliki dengan Hak Guna Usaha oleh pemsahaan.

c. Merealisasikan kegiatan pembangunan sesuai peruntukan

Realisasi pembangunan diatas areal izin lokasi rata-rata sudah dilaksanakan

oleh para pemegang izin lokasi setelah mereka memperoleh tanah yaitu

sebanyak 18 pemsahaan. Pemegang izin lokasi yang tidak merealisasikan

pembangunan adalah perusahaan yang izin lokasinya dicabut dan atau

dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan perusahaan pemegang izin lokasi

yang belum merealisasikan pembangunan adalah perusahaan yang bam

mendapatkan Surat Keputusan Izin Lokasi dan dalam tahap perolehan

tanah.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sudah melaksanakan tugas pengawasan

yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan masa berakhimya izin lokasi,

teguran, dan peringatan kepada pemegang izin lokasi yang tidak melaporkan

perolehan tanahnya. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 sampai dengan bulan Maret 2002 sebanyak

101 buah surat telah disampaikan Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau

kepada pemegang izin lokasi sebagai salah satu bentuk tugas pengawasan.

Monitoring ke lapangan tetap dilaksakanakan oleh Kantor Pertanahan namun

belum secara maksimal disebabkan terbatasnya anggaran yang ada disamping
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan diatas, penyusun

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan agar melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan

izin lokasi dan penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin

lokasi. Selain itu Kantor Pertanahan perlu mengadakan kerja sama dengan

instansi terkait dalam memberikan penyuluhan kepada pemsahaan dan

masyarakat untuk menyamakan persepsi baik dari aspek sosial maupun aspek

hukumyang ada kaitannyadengan usaha perkebunan.

2. Kerjasama dan koordinasi yang baikdengan instansi yang terkait baikdi tingkat

pusat maupun daerah sangat diperlukan dalam proses pemberian izin lokasi.

Instansi-instansi tersebut hams dapat saling mensinkronkan peraturan yang

telah ada, kemudian meniadakan izin-izin yang tidak diperlukan yang tidak

terdapat dalam aturan. Dalam hal pelaksanaannya hams dilakukan dalam satu

komando atau persepsi yang sama. Instansi terkait dan pihak Badan Pertanahan

Nasional hams melaksanakan peninjauan kembali luas tanah yang diberikan

izin memperoleh tanah kepada para investor disesuaikan kondisi fisik wilayah,

sosial masyarakat, dan kemampuan pemsahaan.

3. Agar direncanakan anggaran khusus untuk pelaksanaan monitoring ke lokasi

yang telah diberikan izin lokasi dalam rangka pengawasan pengendalian

pemanfaatan tanah dan perolehan tanah yangtelah dilaksanakan oleh pemegang
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4. Dalam penerbitan dan penyampaian Surat Keputusan Izin Lokasi agar

disertakan pula tentang tata cara pelaporan, isi, bentuk format yang baku

laporanyang hams dibuat pemsahaan pemegang izin lokasi.

5. Baik Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun

BPN di tingkat pusat melaksanakan proses permohonan hak atas tanah dan

pendaftarannya hingga diterbitkan sertipikatnya, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meniadakan biaya-biaya

di luar aturan.
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